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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 130/PMK.05/2010
TENTANG

TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN
PERTANGGUNGJAWABAN DANA FASILITAS LIKUIDITAS
PEMBIAY AAN PERUMAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a bahwa untuk mendukung program bantuan Fasilitas
Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi
masyarakat berpenghasilan menengah bawah termasuk
masyarakat berpenghasilan rendah, dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) telah
dialokasikan dana investasi untuk kredit pemilikan rumah
sederhana sehat;

b. bahwa agar dana FLPP yang dikelola olen Kementerian
Perumahan Rakyat dapat dilaksanakan secara transparan
dan akuntabel sesuai dengan ketentuan pengelolaan
keuangan negara, dipandang perlu mengatur tata cara
penyediaan, pencairan, dan pertanggungjawaban dana
FLPP;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
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Mengingat

Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyediaan,
Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Fadsilitas
Likuiditas Pembiayaan Perumahan;

. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan

dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3469);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2010 (Lembaran
Negara Republik Indonesa Tahun 2009 Nomor 156,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5075) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 69, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5132);

. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502);

. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instans Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
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25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang

Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Pressden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4418);

. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;

MEMUTUSKAN :

. PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA
CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN
PERTANGGUNGJAWABAN DANA FASILITAS
LIKUIDITAS PEMBIAYAAN PERUMAHAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan :

1. Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan, yang selanjutnya disingkat
FLPP, adalah dukungan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan kepada
Masyarakat Berpenghasilan Menengah Bawah (MBM) termasuk
Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang pengelolaannya
dilaksanakan oleh Kementerian Perumahan Rakyat.

2. Kementerian Perumahan Rakyat adalah kementerian yang ruang lingkup
tugas dan tanggung jawabnya di bidang perumahan rakyat.

3. Satker BLU pada Kementerian Perumahan Rakyat adalah satuan kerja yang
menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum pada
Kementerian Perumahan Rakyat, yang mengelola dana FLPP.

Pasal 2

Dana FLPP bertujuan untuk mendukung program bantuan FLPP bagi MBM
termasuk MBR untuk kredit kepemilikan rumah sederhana sehat (KPRSh).


http://www.djpp.depkumham.go.id

2010, No.349 4

(1)
(2)
3)

(1)

(2)

3)

(4)

(5)

BAB |1
PENY EDIAAN DANA FLPP
Pasal 3

Alokasi dana FLPP ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara.
Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) adalah
Pengguna Anggaran atas dana FLPP.
Pemimpin Satker BLU pada Kementerian Perumahan Rakyat adalah Kuasa
Pengguna Anggaran (KPA) atas dana FLPP.

Pasal 4
Pemimpin Satker BLU pada Kementerian Perumahan Rakyat selaku KPA
melalui Menteri Perumahan Rakyat menggukan usulan dana FLPP
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) kepada Direktur Jendera
Anggaran-Kementerian Keuangan.
Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur
Jenderal Anggaran-Kementerian Keuangan menerbitkan Surat Penetapan
Satuan Anggaran Per Satuan Kerja (SP-SAPSK).
SP-SAPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh
Direktur Jenderal Anggaran-Kementerian Keuangan kepada Direktur
Jenderal Perbendaharaan-Kementerian Keuangan dan Pemimpin Satker
BLU pada Kementerian Perumahan Rakyat selaku KPA.
Berdasarkan SP-SAPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemimpin
Satker BLU pada Kementerian Perumahan Rakyat selaku KPA menyusun
konsep Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan menyampai kannya
kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan-Kementerian Keuangan guna
memperoleh pengesahan.
DIPA yang telah mendapat pengesahan sebagamana dimaksud pada ayat
(4) menjadi dasar pencairan dalam rangka penyaluran dana FLPP.

Pasal 5

Pagu dana FLPP dalam DIPA merupakan batas pengeluaran tertinggi yang
tidak boleh dilampaui dan pelaksanaannya harus dapat dipertanggungjawabkan.

(1)

BAB Il1
MEKANISME PENCAIRAN DANA FLPP
Pasal 6

Pemimpin Satker BLU pada Kementerian Perumahan Rakyat selaku KPA
menerbitkan keputusan untuk menunjuk:
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a. pgabat yang diberi wewenang untuk melakukan tindakan yang
mengakibatkan pengeluaran anggaran pembiayaan/penanggung jawab
kegiatan/pembuat komitmen, yang selanjutnya disebut Pgjabat Pembuat
Komitmen (PPK);

b. pgabat yang diberi wewenang untuk menguji tagihan kepada negara dan
menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM), yang selanjutnya
disebut Pgabat Penandatangan SPM; dan

c. Bendahara Pengeluaran.

Salinan surat keputusan sebagamana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta
I1, Direktorat Jenderal Perbendaharaan-Kementerian Keuangan.

Pasal 7

Pgjabat Penandatangan SPM Satker BLU pada Kementerian Perumahan
Rakyat menyampaikan permintaan dana dengan menggukan SPM
Langsung (SPM LS) dana FLPP kepada KPPN Jakarta Il, Direktorat
Jenderal Perbendaharaan-K ementerian Keuangan dengan melampirkan:

a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), yang dibuat sesuai
format sebagamana ditetgpkan dalam Lampiran | yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini, dan

b. Rencana Penggunaan Dana yang dibuat sesuai format sebagaimana
ditetapkan dalam Lampiran |l yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri Keuangan ini.

Berdasarkan SPM LS dana FLPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
KPPN Jakarta II, Direktorat Jenderal Perbendaharaan-Kementerian
Keuangan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk
untung rekening Satker BLU pada Kementerian Perumahan Rakyat.

Pasal 8

Pencairan dana FL PP dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Tahap pertama dicairkan sesual kebutuhan, dengan melampirkan dokumen

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

b. Tahap berikutnya dicairkan sesuai rencana kebutuhan, dengan melampirkan

dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan dilengkapi
dengan rekening koran dari seluruh rekening yang menunjukkan saldo
kumulatif paling besar 10% (sepuluh persen) dari dana FLPP yang telah
dicairkan pada tahun anggaran bersangkutan.
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